
BUPATI BELITUNG TIMUR 
PROVINS! KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR 
NOMOR 16 TAHUN 2020 

TENT ANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BELITUNG TIMUR, 

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 314 ayat (6) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah dan Pasal 111 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 
Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala 
Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk 
memperoleh persetujuan Bersama; 

b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, 
dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 
Anggaran 2021 tidak bertentangan dengan kepentingan umum 
dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2021; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, 
Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan W akil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 
2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5340); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4693); 



12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tantang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6057); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Anggarar: Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber 
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaiman 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 565); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 



20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2021; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur .Nornor 9 Tahun 
2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 
Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 
16); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR 

dan 

BUPATI BELITUNG TIMUR 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. 
2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur. 
3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta 
segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan 
hak dan kewajiban Daerah tersebut. 

4. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah. 

6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah 
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 

7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui 
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 
berkenaan. 



8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah. 
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah. 
10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran 
berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

Pasal 2 

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. 

Pasal 3 

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar 
Rp853.103.072.431 {delapan ratus lima puluh tiga miliar seratus tiga juta tujuh 
puluh dua ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah], yang bersumber dari: 
a. pendapatan asli daerah; 
b. pendapatan transfer; dan 
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

Pasal 4 

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a 
direncanakan sebesar Rpl 13.255.190.270 (seratus tiga belas miliar dua ratus 
lima puluh lima juta seratus sembilan puluh ribu dua ratus tujuh puluh 
rupiah}, yang terdiri atas: 
a. pajak daerah; 
b. retribusi daerah; 
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 
sebesar Rp65.358.744.794 (enam puluh lima miliar tiga ratus lima puluh 
delapan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh 
em pat rupiah). 

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan 
sebesar Rp4.946.107.500 (empat miliar sembilan ratus empat puluh enam juta 
seratus tujuh ribu lima ratus rupiah). 

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.361.467.234 (tiga miliar tiga 
ratus enam puluh satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga 
puluh em pat rupiah). 

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf c direncanakan sebesar Rp39.588.870.742 (tiga puluh sembilan 
miliar lima ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu 
tujuh ratus em pat puluh dua rupiah). 

Pasal 5 



(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b 
direncanakan sebesar Rp722.947.232.161 (tujuh ratus dua puluh dua miliar 
sembilan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus 
enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas: 
a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan 
b. pendapatan transfer antar daerah. 

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a direncanakan sebesar Rp681.484.049.000 (enam ratus delapan puluh 
satu miliar empat ratus delapan puluh empat juta empat puluh sembilan ribu 
rupiah). 

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b direncanakan sebesar Rp41.463.183.161 (empat puluh satu miliar empat 
ratus enam puluh tiga juta seratus delapan puluh tiga ribu seratus enam 
puluh satu rupiah). 

Pasal6 

(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf c direncanakan sebesar Rp16.900.650.000 (enam belas miliar sembilan 
ratus juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas: 
a. pendapatan hibah; 
b. dana darurat; dan 
c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 

undangan. 

(2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 
sebesar RpS00.000 (lima ratus ribu rupiah). 

(3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan 
sebesar RpO (nol rupiah). 

(4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 
Rpl6.900.150.000 (enam belas miliar sembilan ratus juta seratus lima puluh 
ribu rupiah). 

Pasal 7 

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp967 
.362.274.849 (sembilan ratus enam puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh dua 
juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh sembilan 
rupiah), yang terdiri atas: 
a. belanja operasional; 
b. belanja modal; 
c. belanja tidak terduga; dan 
d. belanja transfer. 

Pasal 8 

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a 
direncanakan sebesar Rp701.842.171.690 (tujuh ratus satu miliar delapan 
ratus empat puluh dua juta seratus tujuh puluh satu ribu enam ratus 
sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas: 
a. belanja pegawai; 



b. belanja barang dan jasa; 
c. belanja bunga; 
d. belanja subsidi; 
e. belanja hibah; dan 
f. belanja bantuan sosial. 

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a direncanakan 
sebesar Rp361.072.241.948 (tiga ratus enam puluh satu miliar tujuh puluh 
dua juta dua ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh 
delapan rupiah). 

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar Rp306.423.318.417 (tiga ratus enam miliar empat ratus 
dua puluh tiga juta tiga ratus delapan belas ribu empat ratus tujuh belas 
rupiah). 

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan 
sebesar RpO (nol rupiah). 

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan 
sebesar RpO (nol rupiah). 

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan 
sebesar Rp30.024.986.325 (tiga puluh miliar dua puluh empat juta sembilan 
ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah). 

{7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf f 
direncanakan sebesar Rp4.32 l.625.000 (empat miliar tiga ratus dua puluh 
satu juta enam ratus dua puluh lima ribu). 

Pasal 9 

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b 
direncanakan sebesar Rp158.481.233.011 (seratus lima puluh delapan miliar 
empat ratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu sebelas 
rupiah), yang terdiri atas: 
a. belanja modal tanah. 
b. belanja modal peralatan dan mesin. 
c. belanja modal bangunan dan gedung. 
d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; 
e. belanja modal aset tetap lainnya; dan 
f. belanja modal aset tidak berwujud. 

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
direncanakan sebesar Rp48.495.000 (empat puluh delapan juta empat ratus 
sembilan puluh lima ribu rupiah). 

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b direncanakan sebesar Rp56.977.548.293 (lima puluh enam miliar sembilan 
ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh delapan ribu dua ratus 
sembilan puluh tiga rupiah). 

(4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c direncanakan sebesar Rp47.139.496.838 (empat puluh tujuh miliar 
seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu 
delapan ratus tiga puluh delapan rupiah). 



(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d direncanakan sebesar Rp52.584.318.409 (lima puluh dua miliar lima 
ratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan belas sembilan ribu empat 
ratus sembilan rupiah). 

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 
direncanakan sebesar Rpl. 731.374.4 71 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh 
satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh satu 
rupiah). 

(7) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
f direncanakan sebesar RpO (nol rupiah) 

Pasal 10 

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c 
direncanakan sebesar Rp3.748.591.256 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh 
delapan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh enam 
rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga. 

Pasal 11 

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d 
direncanakan sebesar Rpl03.290.278.892 (seratus tiga miliar dua ratus 
sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus 
sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas: 
a. belanja bagi basil; dan 
b. belanja bantuan keuangan. 

(2) Belanja bagi basil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 
sebesar Rp7.028.935.229 (tujuh miliar dua puluh delapan juta sembilan ratus 
tiga puluh lima ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah). 

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar Rp96.26 l.343.663 (sembilan puluh enam miliar dua 
ratus enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu enam ratus enam 
puluh tiga rupiah). 

Pasal 12 

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar 
Rpl 14.259.202.418 (seratus empat belas miliar dua ratus lima puluh sembilan 
juta dua ratus dua ribu empat ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas: 
a. penerimaan pembiayaan; dan 
b. pengeluaran pembiayaan. 

Pasal 13 

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
huruf a direncanakan sebesar Rpl 14.259.202.418 (seratus empat belas miliar 
dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus dua ribu empat ratus delapan 
belas rupiah), yang terdiri atas: 
a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; 
b. pencairan dana cadangan; 
c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 
d. penerimaan pinjaman daerah; 
e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan 



f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rpl 12.657.385.318 
(seratus dua belas miliar enam ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan 
puluh lima ribu tiga ratus delapan belas rupiah). 

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar RpO (nol rupiah). 

(4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar RpO (nol rupiah). 

(5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 
direncanakan sebesar RpO (nol rupiah). 

(6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rpl.601.817.100 (satu miliar enam 
ratus satu juta delapan ratus tujuh belas ribu seratus rupiah). 

(7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
direncanakan sebesar RpO (nol rupiah). 

peraturan 
huruf f 

Pasal 14 

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
huruf b direncanakan sebesar RpO (nol rupiah), yang terdiri atas: 
a. pembentukan dana cadangan; 
b. penyertaan modal daerah; 
c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; 
d. pemberian pinjaman daerah; dan 
e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
direncanakan sebesar RpO (nol rupiah). 

(3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar RpO (nol rupiah). 

(4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar RpO (nol rupiah). 

(5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 
direncanakan sebesar RpO (nol rupiah). 

(6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
direncanakan sebesar RpO (nol rupiah). 

peraturan 
huruf e 

Pasal 15 

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah 
mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rpl 14.259.202.418 
(seratus empat belas miliar dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus dua 
ribu em pat ratus delapan belas rupiah). 

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap 
pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rpl 14.259.202.418 (seratus 



empat belas miliar dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus dua ribu 
empat ratus delapan belas rupiah). 

Pasal 16 

( 1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan 
Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia 
anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam 
Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. 

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi: 
a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/ atau kejadian luar 

bias a; 
b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/ atau 
c. kerusakan sarana/ prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan 

publik. 

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang 

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 
b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; 
c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan 

tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan 
perundang-undangan; dan/ atau 

d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat. 

Pasal 17 

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini 
terdiri dari: 
1. Lampiran I 

2. Lampiran II 

3. Lampiran III 

4. Lampiran IV 

5. Lampiran V 

6. Lampiran VI 
7. Lampiran VII 

8. Lampiran VIII 

9. Lampiran IX 

Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan 
jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 
Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan 
pemerintahan daerah dan organisasi; 
Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, 
organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan kelompok, jenis 
pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 
Rekapitulasi belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, 
organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan 
beserta keluaran; 
Rekapitulasi belanja daerah untuk 
keterpaduan urusan Pemerintah Daerah 
kerangka pengelolaan keuangan negara; 
Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM; 

keselarasan dan 
dan fungsi dalam 

Sinkronisasi program pada RPJMD dengan Rancangan 
APBD; 
Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD 
dan PPAS dengan Rancangan APBD; 
Sinkronisasi program prioritas nasional dengan program 
prioritas daerah; 



10. Lampiran X 
11. Lampiran XI 
12. Lampiran XII 

13. Lam piran XIII 

14. Lampiran XIV 

15. Lampiran XV 
16. Lampiran XVI 

Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; 
Daftar piutang daerah; 
Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah 
lainnya; 
Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap 
daerah dan aset lain-lain; 
Daftar sub kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum 
diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun 
anggaran yang direncanakan; 
Daftar dana cadangan; dan 
Daftar pinjaman daerah. 

Pasal 18 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. 

Pasal 19 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung 
Timur. 

Ditetapkan di Manggar 
pada tanggal 30 Desember 2020 

BUPATI ~BELITUNG TIMUR, 
F 

) ---------- 

Diundangkan di Manggar 
pada tanggal 30 Desember 2020 

IS DAERAH 
~ ITUNG TIMUR, 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 16 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR, PROVINS! 
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (5.16/2020) 



PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR 
NOMOR 16 TAHUN 2020 

TENTANG 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2021 

I. UMUM 
Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menyampaikan Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 
Anggaran 2021 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 
Anggaran 2021, serta Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2021 di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Belitung Timur dalam menyelenggarakan pembangunan selama 
satu tahun anggaran, yang disusun mengacu pada kebijakan Pemerintah 
Pusat dan kebijakan Pemerintah Provinsi sebagaimana yang tertuang pada 
Rencana Kerja Pembangunan Daerah {RKPD), yang secara keseluruhan 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya pencapaian Visi dan Misi 
Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Tahun Anggaran 2021 
merupakan instrumen pelaksanaan strategi fiskal sekaligus sebagai 
penjabaran tahapan kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) (2016-2021) dari tahapan pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Timur 
Tahun 2005-2025, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mengajukan 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah APBD Tahun Anggaran 2021 untuk mendukung pelaksanaan sasaran 
dan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
(2016-2021) yang mempunyai visi yaitu "Belitung Timur Yang Maju dan Unggul 
Dengan Berbasiskan Sumberdaya Lokal" dan pembangunan nasional yang 
telah disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategi Pembangunan yang 
dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) 2015-2021 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan 
Nasional. 

APBD disusun untuk menampung Seluruh penerimaan dan 
pengeluaran pemerintahan daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau 
jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD 
sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, kemudian ditetapkan 
Dengan Peraturan Daerah. Pada Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2021, 
Pemerintah Daerah juga harus mendukung tercapaianya sasaran utama dan 
prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 
APBD juga penjabaran dalam pelaksanaan Anggaran belanja daerah yang 



diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban pemerintahan daerah 
sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 

Dalam menyusun APBD juga harus berdasarkan hasil capaian 
pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Belitung Timur Tahun sebelumnya serta 
perkembangan asumsi-asumsi dalam Kebijakan APBD Kabupaten Belitung 
Timur, dalam penyusunan APBD juga harus memperhatikan standar satuan 
harga, asumsi ekonomi makro terhadap kemampuan fiskal daerah, sasaran dan 
hasil yang harus dicapai, kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, kemudian 
proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan 
permasalahan aktual yang berkernbang, maka memerlukan ketelitian dalam 
penyusunan dokumen penganggaran daerah sesuai dengan peraturan 
perundangan. 

Perkembangan pembangunan Kabupaten Belitung Timur setelah 
melewati satu dasawarsa sejak dibentuknya Kabupaten Belitung Timur 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka 
Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268), telah mengalami 
peningkatan yang cukup pesat baik pembangunan secara fisik maupun non 
fisik. Pembangunan daerah hendaknya tidak diartikan sebagai pembangunan 
yang hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga termasuk yang dilakukan 
atas prakarsa swasta dan masyarakat sendiri. Partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan daerah sangat esensial dan peranan pemerintah terutama 
haruslah sebagai fasilitator, pembina dan pengarah dalam arti seluas-luasnya. 

Gerak roda perekonomian di Indonesia melambat dengan adanya 
Pandemi Covid-19 di tahun 2020. Langkah kebijakan luar biasa telah dilakukan 
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun 
Pemerintah Kabupaten Belitung Timur untuk penanganan Pandemi Covid-19 
dan memulihkan perekonomian nasional. Tahun 2021 menjadi masa yang 
penting dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional dari dampak Pandemi 
Covid-19, sekaligus menjadi momentum untuk melanjutkan dan memantapkan 
berbagai reformasi kebijakan untuk mempersiapkan pondasi yang kokoh dalam 
rangka melaksanakan transformasi ekonomi menuju negara maju. Di tengah 
upaya penanganan Pandemi Covid-19, Pemerintah mulai mempersiapkan 
kebijakan fiskal dalam menghadapi tahun 2021 dengan risiko ketidakpastian 
yang masih tinggi. Oleh karena itu, kebijakan di tahun 2021 masih akan 
diarahkan untuk mempercepat program pemulihan ekonomi serta penguatan 
reformasi di berbagai aspek kebijakan. 

Upaya untuk terus melakukan perubahan dan perbaikan dalam tata 
pengelolaan keuangan daerah, terus dilakukan, melalui penyempurnaan 
berbagai regulasi di bidang keuangan daerah melalui penyediaan instrumen dan 
infrastruktur pendukung dalam pengimplementasian pengelolaan keuangan 
daerah. Tujuan yang ingin dicapai dari berbagai upaya di tingkat pemerintah 
daerah adalah dalam upaya untuk menciptakan sistem dan tata cara 



pengelolaan keuangan daerah yang semakin ekonomis, efisien, efektif, 
transparan, akuntabel, responsip dan demokratis. 

Sistem pengelolaan keuangan daerah yang sebelumnya diatur dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 105 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tentang Pedoman Pengurusan, 
Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara 
Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan 
Penyusunan Perhitungan APBD, diganti dengan paket perundangan lain, 
diantaranya: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan 
Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah. 

Dalam perspektif teori manajemen anggaran publik (public expenditure 
manaqement), pemberlakuan ketiga payung hukum pengelolaan keuangan 
daerah tersebut dapat dilihat sebagai alat untuk menciptakan keterpaduan 
pengelolaan keuangan negara di samping memperkuat terciptanya outcome 
pengelolaan keuangan publik, berupa: teralokasinya sumber pembiayaan publik 
pada bidang dan sektor pembangunan yang strategis (strategic allocation), 
terciptanya efisiensi pengelolaan keuangan daerah (technical efficiency) dan 
terciptanya disiplin anggaran (fiscal discipline). 

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur telah mengupayakan untuk 
melakukan sinergi kebijakan daerah dengan kebijakan Pemerintah Pusat 
tersebut melalui sinkronisasi program dan kegiatan pemerintah daerah di dalam 
RKPD Tahun 2021 dengan tema, prioritas sebagaimana tertuang di dalam 
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2021 
disusun salah satunya untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Kabupaten 
Belitung Timur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang selalu 
mengakomodir kebutuhan masyarakat dan berupaya memaksimalkan kepuasan 
dalam memberikan pelayanan secara nyata dan bertanggung jawab serta 
memperhatikan supremasi hukum sebagai salah satu amanah reformasi 
penyelenggaraan pemerintah. 

Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur menetapkan tema pada 
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021 adalah "Peningkatan 
Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan 
Pemulihan Ekonomi Serta Penguatan Jaring Pengaman Sosial". Atas dasar tema 
RKPD tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 83 Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
dituangkan ke dalam program dan kegiatan pada penyusunan Kebijakan Umum 
APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 



Anggaran 2021 serta dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021. 

II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 

Cukup jelas. 
Pasal 2 

Cukup jelas. 
Pasal 3 

Cukup jelas. 
Pasal4 

Cukup jelas. 
Pasal 5 

Cukup jelas. 
Pasal 6 

Cukup jelas. 
Pasal 7 

Cukup jelas. 
Pasal 8 

Cukup jelas. 
Pasal 9 

Cukup jelas. 
Pasal 10 

Cukup jelas. 
Pasal 11 

Cukup jelas. 
Pasal 12 

Cukup jelas. 
Pasal 13 

Cukup jelas. 
Pasal 14 

Cukup jelas. 
Pasal 15 

Cukup jelas. 
Pasal 16 

Cukup jelas. 
Pasal 17 

Cukup jelas. 
Pasal 18 

Cukup jelas. 
Pasal 19 

Cukup jelas. 
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